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BUPATI WONOGIRI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR  6  TAHUN  2017 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 

kependudukan dan meningkatkan cakupan kepemilikan 

dokumen kependudukan di Kabupaten Wonogiri yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya 

berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan 

terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas 

setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang 

dialami oleh penduduk Kabupaten Wonogiri sebagai Warga 

Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

  b.  bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi 

kependudukan dan meningkatkan kepemilikan dokumen 

kependudukan, hal ini sejalan dengan tuntutan pelayanan 

administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi 

standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak 

diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan 

minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk 

mengatasi permasalahan kependudukan di Kabupaten 

Wonogiri, diperlukan adanya pembebasan/penghapusan 

sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui 

SALINAN 
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batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting, sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Wonogiri; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3019); 

  4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 

  5.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216); 
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  6.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235); 

  8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

  9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5475); 

  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1975 Nomor 12, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3050); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 

  17.  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 

  18.  Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

112 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
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Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 

Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 257); 

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri 

Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7); 

  20.  Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonogiri Nomor 132); 

  21.  Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Wonogiri  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

dan 

BUPATI WONOGIRI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 12 

TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN WONOGIRI. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 100) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 

Nomor 132) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 83 di hapus. 

2. Ketentuan Pasal 84 di hapus. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonogiri. 

Ditetapkan di Wonogiri  

pada tanggal  28 Juli 2017               

BUPATI WONOGIRI,  

Cap. ttd. 

JOKO SUTOPO 

Diundangkan di Wonogiri  

pada tanggal   28 Juli 2017                              

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, 

Cap. ttd. 

SUHARNO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR  6 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,  

PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2017) 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

 

 

WIYANTO, SH, M. Si. 

NIP. 19700904 199803 1 009 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR    6     TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

I. UMUM  

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pengurusan dan 

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya maka 

berdasarkan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Wonogiri telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonogiri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri.  

Seiring dengan perkembangan waktu, tuntutan pelayanan publik 

mengharuskan adanya pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Ini 

mengakibatkan pelaksanaan sanksi administrasi terhadap keterlambatan 

pengajuan administrasi kependudukan perlu ditinjau kembali. Upaya 

bagaimana merangsang tumbuhnya kesadaran masyarakat akan 

administrasi kependudukan yang melatarbelakangi munculnya sanksi 

administrasi keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan akan 

diupayakan dengan metode kegiatan lain dan tidak berwujud sanksi 

administrasi berupa denda. Berangkat dari hal ini, dipandang perlu untuk 

mempertimbangkan penghapusan penerapan sanksi administrasi berupa 

denda keterlambatan administrasi kependudukan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 162 

 


